Faktor–Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pinjaman Daerah Pada Kota/Kabupaten 







Bab ini memuat tinjauan pustaka, dimana didalamnya berisi tentang 
penelitian mengenai akuntansi sektor publik dan sejumlah literatur yang 
mendukung penelitian ini. Bab ini akan membahas beberapa teori yang 
mendukung penelitian Pinjaman Daerah dan  penelitian-penelitian  
terdahulu. 
Adapun teori yang mendukung penelitian empiris ini yaitu teori utang 
pemerintah menurut pandangan Ricardian Equivalence (RE). Teori ini 
menjelaskan tentang keputusan pendanaan yang dilakukan melalui 
kebijakan hutang. 
Pokok bahasan Pinjaman Daerah berisi tentang otonomi daerah, 
pembiayaan daerah, pengertian Pinjaman Daerah,tujuan Pinjaman 
Daerah,jenis Pinjaman Daerah, landasan hukum Pinjaman Daerahdan 
batasan Pinjaman Daerah. 
 
2.2  Utang Pemerintah 
Utang pemerintah diperlukan untuk membiayai pembangunan 
infrastruktur guna meningkatkan perekonomian suatu negara. Sejak 
penerapan otonomi daerah Pemerintah pusat melalui dana perimbangan 







pembangunan infrastruktur daerah. akan tetapi besarnya anggaran yang 
dibutuhkan untuk membangun infrastruktur kota membuat pemerintah 
daerah kabupaten/kota harus dapat mencari sumber pembiayaan alternatif. 
Sumber pembiayaan selain berasal dari pendapatan dan bantuan pusat dapat 
diperoleh dari Pinjaman Daerah. Salah satu teori yang mendukung adanya 
utang pemerintah adalah Ricardian Equivalence (RE) 
Filosofis dasar Ricardian Equivalence (RE) adalah utang pemerintah 
saat ini akan menyebabkan kenaikan pajak masyarakat pada masa yang akan 
datang,Ricardian Equivalence (RE) memandang bahwa utang pemerintah 
saat ini adalah sama atau ekuivalen dengan pajak di masa depan. Hal ini 
berarti pajak yang akan datang akan sama dengan pajak saat ini. Implikasi 
dari pemikiran ini adalah utang yang dibiayai oleh pemotongan tingkat 
pajak (tax cut) tidak berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat.Karena 
rumah tangga menyimpan ekstra pendapatan siap dibelanjakan 
(disposableincome) untuk membayar kewajiban pajak pada masa yang 
datang. Dengan asumsi bahwa tabungan nasional merupakan penjumlahan 
dari tabungan swasta dan tabungan pemerintah yang jumlahnya tetap, maka 
meningkatnya tabungan swasta akan mengurangi tabungan pemerintah. 
Oleh sebab itu, pemotongan pajak tidakakan berpengaruh terhadap 
konsumsi masyarakat. 
2.3 Otonomi Daerah di Indonesia 
Pengertian otonomi daerah menurut undang-undang nomor 32 tahun 
2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur 






sesuai dengan peraturan perundangan, otonomi daerah adalah proses 
pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau 
pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana 
daerah, kepada organisasi semi otonom. 
Menurut Ter-Minassian dan Craig (1997) bahwa pelaksanaan 
desentralisasi merupakan upaya meningkatkan responsivitas dan 
akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, Serta menjamin kuantitas 
maupun kualitas dalam penyediaan pelayanan publik.Semakin besar 
keuangan daerah berarti semakin besar pula kemampuan daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan 
wilayahnya. Sebaliknya, minimnya pendapatan daerah mengakibatkan 
defisit anggaran. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari 
sumber pembiayaan lain. 
Menurut Kitchen (1997:109), defisit anggaran merupakan hal umum 
yang dihadapi oleh pemerintah manapun. Dikalangan Negara berkembang, 
pemerintah cenderung mengasumsikan bahwa peranan kunci dalam proses 
pembangunan sebagian besar dibiayai melalui pembangunan proyek-proyek. 
Defisit anggaran tersebut dapat diatasi dengan pinjaman pemerintah. 
Untuk menggerakkan perekonomian daerah, pemerintah daerah 
membutuhkan dana sebagai modal dalam membiayai pengeluaran rutin dan 
pembangunan. pemerintah daerah mengalami kekurangan modal dan selama 







Perkembangan selanjutnya mengindikasikan bahwa pinjaman 
merupakan salah satu alternatif dalam membiayai defisit anggaran. 
Pinjaman Daerah harus dilihat sebagai satu langkah alternatif yang positif 
sebagai pembiayaan  Selain akanmeningkatkan kemandirian pemerintah 
daerah. 
 
2.4 Sumber Pembiayaan Keuangan Daerah 
Dalam rangka melaksanakan pengurusan rumah tangganya sendiri 
Pemerintahan Daerah diberikan keleluasaan dalam menghimpun dana 
seperti diatur dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi daerah berhak 
atas sumber-sumber penerimaan berupa: 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Pinjaman Daerah 
d. Lain-lain penerimaan yang sah 
 
2.5 Pinjaman Daerah 
2.5.1 Pengertian 
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 







2.5.2 Tujuan Pinjaman Daerah 
Terdapat dua pandangan yang bisa dikemukakan tentang pinjaman 
publik. Aliran klasik menyatakan bahwa pinjaman publik akan 
menghambat pembangunan, karena pengeluaran publik bersifat non 
produktif. Namun, aliran Keynesian menyatakan bahwaPinjaman Daerah 
bisa berfungsi sebagai basis jumlah uang beredar dan dapat meningkatkan 
produktivitas, karena utang bisa membantu tercapainya transformasi 
ekonomi dengan cara sebagai berikut: 
1) Menutupi kekurangan sumberdaya manusia dan permodalan jangka 
pendek. 
2) Meningkatkan aktivitas ekonomi strategis. 
3) Menyediakan sumberdana yang memungkinkan untuk menjalankan 
reformasi structural ekonominya. (Simanjuntak et.al (2004:15). 
Berdasarkan dua pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pinjaman diperkenankan asalkan digunakan untuk menutupi kekurangan 
dan dan hal-hal yang bersifat produktif, yang langsung dapat menghasilkan 
penerimaan bagi daera (Devas et.al. 1989:221). 
Dimasa yang akan datang, Pinjaman Daerah akan memegang peranan 
yang penting sebagai salah satu sumber dalam pembiayaan pembangunan 
daerah. Dalam penelitiannya, Simanjuntak et.al(2000) menyatakan bahwa 
Pinjaman Daerah perlu dilakukan dengan tujuan: 
a. Pinjaman Daerah dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan 
daerah kerena relative terbatasnya penerimaan pemerintah daerah dan 






b. Pinjaman Daerah dapat dimanfaatkan untuk membiayai sarana dan 
prasarana khusunya yang bisa menghasilkan (cost recovery project) 
karena kebutuhan akan sarana prasarana pembangunan di daerah cukup 
besar. 
Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.54 
Tahun 2005 pasal 4 dan pasal 5, yang menjelaskan bahwa penggunaan 
Pinjaman Daerah dapat dilakukan berdasarkan jenis Pinjaman Daerah 
tersebut: 
a. Pinjaman Jangka Panjang 
Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai 
pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat 
menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta 
memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Pinjaman Jangka 
Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi 
umum serta belanja operasional dan pemeliharaan. 
 
b. Pinjaman Jangka Pendek 
Pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek 
yang digunakan untuk pengaturan kas dalam rangka pengelolaan kas 
daerah. 
 
2.5.3 Batasan Pinjaman Daerah 
Tidak semua pemerintah daerah diperbolehkan untuk melakukan 






hanya pemerintah daerah yang dinilai layak dan mampu untuk 
mengembalikan pinjaman. Oleh sebab itu pemerintah mengatur Batasan 
Pinjaman Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang, agar pemerintah 
dapat mengontrol pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.  
Batasan Pinjaman Daerah  terdapat dalam Undang-Undang N0.33 
Tahun 2004, Pasal 49 menyebutkan: 
(1) Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman 
pemerintah daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan 
perkembangan perekonomian nasional. 
(2) Batas maksimal kumulatif ptnjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari produk domestik 
bruto tahun bersangkutan.  
(3) Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah secara 
keseluruhan selambat-lambatnya Bulan Agustus untuk tahun anggaran 
berikutnya. 
(4) Pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 
2.5.4 Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah 
Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pasal 51 menjelaskan mengenai 
sumber pinjaman, hal tersebut juga dikuatkan PP No.54 Tahun 2005 pasal 
2, disebutkan bahwa Pinjaman Daerah dapat bersumber dari: 
a. Dalam negeri; Pinjaman Daerah dari dalam negeri bersumber dari: 






 Lembaga Keuangan Bank; 
 Lembaga Keuangan Bukan Bank; 
 Masyarakat; 
 Sumber Lainnya. 
b. Luar negeri; Pinjaman Daerah dari luar negeri dapat berupa pinjaman 
bilateral atau pinjaman multilateral. 
c. Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berupa Obligasi 
daerah diterbitkan melalui pasar modal. 
Pinjaman Daerah dari sumber dalam negeri dapat dilakukan bila 
disetujui oleh Badan Eksekutif Daerah dengan prinsip bahwa pinjaman 
tersebut harus secara langsung dikaitkan dengan kemampuan daerah untuk 
membayar pinjamannya.untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri, 
harus dilakukan melalui pemerintah pusat, yaitu melalui menteri keuangan. 
Menurut Devas (1989:222) ada tiga faktor utama mengapa Pinjaman 
Daerah dikendalikan oleh pemerintah pusat: 
a. Pinjaman sektor pemerintah secara keseluruhan perlu dikendalikan 
karena terkait dengan kebijakan moneter terutama mengendalikan 
inflasi. 
b. Untuk mencegah jangan sampai pemerintah daerah terjerumus dalam 
kesulitan keuangan karena pinjaman yang digunakan untuk menutupi 
pengeluaran rutin. 
c. Pemerintah pusat ingin tetap mengendalikan pola pengeluaran 







Jenis dan jangka waktu pinjaman dijelaskan Pasal 52 UU No.33 
Tahun 2004, yang berisikan bahwa; 
(1) Jenis Pinjaman terdiri atas: 
a. Pinjaman Jangka Pendek; 
b. Pinjaman Jangka Menengah; dan 
c. Pinjaman Jangka Panjang. 
(2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama 
dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali 
pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain 
seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. 
(3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 
satu tahun anggaran dan kwajiban pembayaran kembali pinjaman yang 
meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam 
kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah 
yang bersangkutan. 
(4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun 
anggaran dan kwajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi 
pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun 








2.5.5 Mekanisme Pinjaman Daerah 
Mekanisme Pinjaman Daerah, harus berdasar pada prosedur pinjaman 
yang sudah yang terdapat pada Pasal 56 UU No.33 Tahun 2004, tentang 
Prosedur Pinjaman Daerah; 
(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah 
yang dananya berasal dari luar negeri. 
(2) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada 
Pemerintah Daerah. 
(3) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah. 
(4) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dapat dinyatakan dalam mata uang Rupiah atau mata uang asing. 
 
2.5.6 Batas Maksismum Jumlah Pinjaman Daerah 
Menurut PP No.54 Tahun 2005 pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan 
pasal 10, dijelaskan bahwa Pinjaman Daerah harus memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut: 
a. Pinjaman Jangka Panjang 
Dalam melakukan pinjaman jangka panjang pemerintah daerah 
harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
1) Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak 
melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Penerimaan 






2) Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan 
selama jangka waktu pinjaman. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 
paling sedikit 2.5 (dua setengah). 
b. Pinjaman Jangkah Pendek 
Dalam melakukan pinjaman jangka panjang pemerintah daerah 
harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
1) Jumlah maksimum Pinjaman Jangka Pendek adalah 1/6 (satu per 
enam) dari jumlah biaya belanja APBD tahun anggaran yang berjalan. 
2) Pinjaman Jangka Pendek dilakukan dengan mempertimbangkan 
kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali pinjaman 
tersebut pada waktunya. 
3) Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek wajib diselesaikan dalam tahun 
anggaran berjalan. 
 
2.5.7 Analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 
Pinjaman Daerah dapat saja dilakukan oleh suatu pemerintah daerah 
asalkan keuangan daerahmempunyai kemampuan untuk membayar kembali 
angsuran pokok utang beserta kewajiban-kewajiban yang mentertainya. 
 Ketentuan tersebut diatur dalam PP 54 Tahun 2005. Dalam PP 
tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman 
dengan syarat bahwa berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran 
daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, DSCR paling sedikit 2.5. 
Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Nurcholis, dkk 2009) 






P + B + BL 
Keterangan: 
DSCR : Debt Service Coverage Ratio 
PAD : Pendapatan Asli Daerah 
DBD : Dana Bagi hasil Daerah (PBB, BPHTB, SDA) 
DBHDR : Dana Bagi hasil Dana Reboisasi 
DAU : Dana Alokasi Umum 
BW  : Belanja Wajib/ Rutin 
P  : Angsuran Pokok Pinjaman 
B  : Bunga Pinjaman 
BL  : Biaya Lainnya 
Merumuskan arah kebijakan  kemampuan Pinjaman Daerah , 
sebagai berikut ini. 
a. DCSR > 2,5 ; daerah dapat melakukan pinjaman baru. 
b. DCSR = 2,5 ; daerah dapat melakukan pinjaman baru dengan 
syarat untuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. 
c. DCSR < 2,5 ; daerah tidak dapat melakukan pinjaman baru  
 
2.5.8 Ketentuan Batas Maksimum Pinjaman 
Dalam melakukan pinjaman pemerintah daerah harus memenuhi 
persyaratan-persyaratan, salah satunya jumlah kumulatif pokok Pinjaman 
Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) 
dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya. yang dimaksud 






adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusu 
(DAK), Dana Darurat, dana pinjaman lama dan penerimaan laian yang 
penggunaanya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.  
Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 
BMP = Komulatif Pokok Pinjaman Daerah<7,5% 
Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya 
Kumulatif Pokok Pinjaman Daerah : Pinjaman Lama + Pinjaman Baru 
Penerimaan Umum PAD  : Semua Penerimaan daerah tidak 
termasukDAK, Dana Darurat, 
Pinjaman Lama dan lain-lain 
penerimaan. 
 
2.6 Penelitian terdahulu 
Literatur yang membahas tentang kebijakan Pinjaman Daerah telah 
banyak dilakukan di berbagai negara. Cropf dan Wendel (1998) melakukan 
penelitian ini di Inggris dan Balaguer et.al (2013) di Spanyol menyimpulkan 
bahwa utang pemerintah dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah 
yaitu kebijakan fiskal/keuangan, sosial ekonomi dan politik. Balaguer et.al 
(2013) juga menguji ulang ketiga variabel tersebut di Spanyol. 
Variabelpertamayang termasuk kebijakan desentralisasi 
fiskal/keuangan yang mempengaruhi utang pemerintah adalah Belanja 
Modal. Dalam penelitian Balaguer et.al (2013) variabel ini disebut dengan 
istilah INVEST, yang didefinisikan sebagai total pengeluaran pemerintah 






atas populasi. Akan tetapi tidak ada definisibaku terkait dengan definisi 
variabel diatas. Peneliti lainnya seperti (Valles et.al.,2003;Cabases 
et.al.,2007) menghitung variabel diatas sebagai rasio investasi riil atas 
GDP.Escudero (2002) mendefinisikan variebel ini sebagai gabungan aset 
tetap non keuangan per kapita. Secara keseluruhan hasil penelitian diatas 
menunjukkan hubungan positif bahwa Belanja Modal daerah berpengaruh 
terhadap utang daerah hal ini sesuai dengan penelitian Mulyono (2007). 
Variabel kedua dari kebijakan fiskal/keuangan adalah defisit atau 
surplus anggaran yang didefinisikan sebagai selisih antara jumlah bersih 
pengeluaran dan jumlah bersih pendapatan daerah. Brusca dan Labrador 
(1998) menghitung variabel ini dengan membagi total anggaran pendapatan 
dan anggaran belanja atau dengan kata lain selisih antara total anggaran 
pendapatan dengan total anggaran belanja.Surplus dan non surplus dalam 
penelitian penelitian Balaguer (2001) menunjukkan variabel ini berpengaruh 
negatif terhadap uatang pemerintah sedangkan dalam penelitian Benito dan 
Fransisco (2004), Mulyono (2007) dan Balaguer et.al (2013) variabel 
surplus/defisit berpengaruh positif terhadap utang pemerintah. 
Variabel ketiga adalah pendapatan asli daerah yang didefinisikan 
sebagai rasio pajak langsung, tidak langsung dan pendapatan lain-lain yang 
digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.Valles et.al (2003) 
menyebut variabel ini sebagai pertanggungjawaban fiskal.Hasilnya 
menyatakan bahwa pemerintah kota dengan sumber pendapatan yang tinggi 






pendapatan asli daerah memengaruhi utang pemerintah.Penelitian ini sesuai 
dengan penelitian Mulyono (2008). 
Brown (1996) menyatakan bahwa gambaran persentase tinggi dalam 
pajak langsung dan tidak langsung diluar pendapatan total 
direkomendasikan sebagai indikator yang baik dari independensi pemerintah 
lokal. Jika rasio ini rendah pemerintah daerah tidak dapat memobilisasi 
sumber daya dalam juridiksi mereka untuk membiayai volume pengeluaran 
yang meningkat, makaakan membawa pada defisit yang lebih besar. Namun, 
Fernham (1985) menyatakan bahwa persentase tinggi dari pendapatan yang 
bersumber dari lokal mempunyai dependensi yang lebih kecil dari 
bantuanpemerintah. 
Sementara di Indonesia juga terdapat penelitian terkait faktor-faktor 
yang mempengaruhi utang pemerintah oleh Mulyono (2008) yang meneliti 
tentang aspek kuantitatif yang memengaruhi utang. Hasilnya adalah setiap 
variabel pendapatan perkapita, Jumlah Penduduk, pertumbuhan ekonomi 
PAD dan DAU, Belanja Modal dan surplus atau defisit anggaran memiliki 
hubungan yang signifikan terhadap utang kota. 
Variabel fiskal berupa dana transfer daerah dan pendapatan perkapita 
dalam penelitian Mulyono (2008) digunakan dalam penelitian ini karena 
dianggap mempunyai pengaruh terhadap utang pemerintah. hasil penelitian 
Kiewiet dan Szalaky (1996) yang menguji faktor-faktor utang publik  






Negara Amerika) Hasilnya menyatakan bahwa pendapatan perkapita 
memiliki dampak positif terhadap utang. 
 Benito dan Fransisco (2004) juga menemukan bahwa independensi 
finansial, pengeluaran dan pendapatan capital mempengaruhi utang kota. 
Kondisi ini didukung oleh  penelitian-penelitian di negara-negara amerika 
selatan yang dilakukan oleh Bird dan Ariel (2000) dan Bird dan Francios 
yang  menghasilkan bahwa dana transfer mempengaruhi utang pemerintah. 
Selanjutnya yaitu yang termasuk dalam katagori sosial ekonomi dalam 
penelitian Balaguer et.al (2013) adalah Jumlah Penduduk.Variabel ini 
diukur atas Jumlah Penduduk yang menghuni per kilo meter persegi. Benito 
et.al (2010) meniliti tentang pengaruh hasil temuannya menyatakan bahwa 
tingkat kepadatan populasi, rendahnya total Belanja Modal dan pendapatan 
perkapita memiliki hubungan negatif dengan utang pemerintah. Rivers dan 
Yates (1997) juga melakukan penelitian terkait dengan variabel Jumlah 
Penduduk yang hmempengaruhi utang kota. hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kenaikan Jumlah Penduduk berdampak pada kenaikan kebutuhan 
layanan pemerintah, sehingga kondisi ini menyebabkan utang pemerintah 
tinggi. Penelitian ini mempunyai kesimpulan yang sama dengan penelitian 
Fernham (1985) yang menyatakan tingginya Jumlah Penduduk 
menunjukkan tingkat utang pemerintah yang tinggi. 
Selain variabel yang berkaitan dengan kebijakan fiskal seperti telah 
disebutkan diatas juga terdapat penelitian yang menggunakan variabel yang 






politik dalam penelitian terdahulu dibagi menjadi3 yaitu politik fragmentasi, 
politik ideology dan politik kekuasaan.Dalam penelitian Balagueret.al 
(2013) cenderung membahas politik fragmentasi. Variabel yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu POLITICAL,FORAL dan POWERS. Ashworth 
et.al (2005) juga melakukan penelitian terkait utang pemerintah dengan 
menggunakan variabel politik. Hasilnya bahwa pemerintahan koalisi 
mempunyai utang yang tinggi dibandingkan dengan pemerintahan tunggal. 
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Geys (2007), yang 
menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pemerintahan koalisi 
dan pemerintahan tunggal dengan utangpemerintah 
2.7 Teori pendukung 
2.7.1 Teori Desentralisasi 
Hoogerwerf (1978:500) memandang desentralisasi sebagai penyerahan 
wewenang badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang 
lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri 
mengambil keputusan pengaturan . konsep desentralisasi dalam administrasi 
publik barat lebih mengarah kepada desentralisasi politik yaitu adanya transfer 
kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah lokal. Dalam hal ini 
desentralisasi  merupakan permasalahan ideologis yang dihubungkan dengan 
pencapaian tujuan kemandirian, demokrasi partisipasi rakyat dan 
pertanggungjawaban pemerintah. 
Semakin berkembang suatu negara dalam proses pembangunannya, maka 






merupakan indikator kemandirian politik, ekonomi dan birokrasi suatu negara. 
Hal ini berarti pelaksanaan desentralisasi dalam  kehidupan bernegara merupakan 
hal yang mutlak.  Desentralisasi sebagai upaya mendukung penyelenggaraan 
otonomi daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan 
pembangunan daerah. 
2.7.2 Teori Pembiayaan Pembangunan 
Indonesia telah menjalankan proses desentralisasi yang secara substansial 
mengubah peran pemerintah pusat dan daerah. dari sisi keuangan pemerintah 
daerah memeliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah. pemerintah 
daerah dapat mengatur anggaran pendapatan dan belanja daerahnya guna 
membiayai pembangunan prioritas didaerahnya.  
Dalam membiayai pembangunan, daerah memiliki sumber-sumber 
penerimaan antara lain: pendapatan asli daerah, dana transfer pemerintah pusat, 
Pinjaman Daerah dan penerimaan lain lain yang sah.(Nasution, 2003). 
Permasalahan yang timbul adalah  bagaiman pemerintah daerah dapat membiayai 
pembangunan yang membutuhkan biaya yang lebih besar dan harus dilaksanakan 
di awal serta bagaimana mencari pembiayaan awal bagi kegiatan tersebut. 
Tatanan pemerintah yang mengarah pada otonomi daerah menuntut 
kemandirian daerah untuk mengelola sumber daya daerah guna melaksakan 
pembangunan. oleh sebab itu, untuk menutupi kekurangan sumber pembiaayaan 
maka pemerintah diberikan kewenangan untuk menggunakan dana pinjaman.  






Pinjaman Daerah sebagai salah satu pilihan pembiayaan yang memegang peran 
penting untuk membuka peluang investasi dan membangun infrastruktur yang 
bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. 
Devas et.al (1989;222) membenarkan Pinjaman Daerah atas dasar dua 
pertimbangan ;(1) dengan meminjam dana , pemerintah dapat mempercepat 
pembangunannya dibandingkan jika hanya bergantung pada penerimaan berjalan. 
(2)  karena manfaat penanaman modal baru dapat dirasakan setelah jangka waktu 
panjang, maka sudah seharusnya jika biaya yang dipikul oleh mereka yang 
menikmati manfaatnya. 
Pinjaman Daerah pada dasarnya merupakan kewenangan daerah yang 
digunakan untuk membiayai pembangunan dengan klasifikasi proyek  tertentu. 
Klasifikasi proyek yang menghasilkan  dibagi dua yaitu proyek fullcost recover 
dan partialcost recovery. 
proyek yang tergolong full cost recovery dianggap sama dengan proyek 
komersial, oleh karena itu keputusan berinvestasi disini dengan menggunakan 
pinjman daerah bisa diterima sepanjang ada kepastian arus penerimaan yang akan 
diperoleh. Sementara untuk proyek yang tergolong partialcost recovery 
pembiayaannya bisa melalui hibah dan pinjaman sekaligus. Semua proyek yang 
tergolong cost recovery merupakan barang kebutuhan publik yang harus dipenuhi 
pemerintah daerah untuk memacu pembangunan daerah. 
2.7.3 Teori Pendapatan Per kapita 
Pendapatan perkapita menunjukkan tingkat pendapatan masyarakat dalam 






produk nasional bruto dan Jumlah Penduduk. Secara matematis, rumus 
perhitungan pendapatan per kapita adalah sebagai berikut : pendapatan per kapita 
=  Produk Nasional Bruto (GNP) / Jumlah Penduduk. 
Menurut Rakiman (2011:80) pendapatan perkapita suatu negara 
merupakan tolak ukur kemajuan dinegara tersebut.  Apabila pendapatan per kapita 
rendah dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyarakat di negara tersebut 
mengalami penurunan, dan begitu pula sebaliknya apabila pendpaatan per kapita 
suatu negara tinggi maka dapat dipastikan mekanisme ekonomi masyrakat 
tersebut mengalami peningkatan. 
Dalam Teori Konsumsi disebutkan bahwa setiap kenaikan pendapatan 
maka akan diikuti kenaikan konsumsi. Hal ini berarti kenaikan pendapatan per 
kapita akan akan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Oleh sebab itu, 
Pemerintah sebagai penyedia barang publik harus memenuhi kebutuhan barang 
publik masyarakat, kondisi ini akan mendorong peningkatan Belanja Modal. 
Untuk memenuhi Belanja Modal  pemerintah dapat melakukan pinjaman. 
2.7.4 Teori Belanja Modal 
Belanja Modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang 
digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja Modal yaitu 
pengeluaran yang manfaatnya melibihi satu tahun anggaran dan dapat menambah 
aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan pembayaran  (Mardiasmo 2004). 
Belanja Modal memiliki peran yang sangat penting guna meningkatkan 
infrastruktur publik. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah harus bisa memenuhi 






daerah. untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja Modal pemerintah daerah 
dapat melakukan Pinjaman Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
